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BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian skripsi penulis, menunjukan bahwa 

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 telah diterapkan secara efektif oleh 

Pemerintah Kota Solo. Dalam pembangunan Skybridge Solo Balapan – 

Terminal Tirtonadi, pemerintah melakukan tahapan – tahapan proses dari 

perencanaan hingga pada ganti kerugian terutama pada pemilik atas tanah 

hak milik di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjasari, Solo. Hal ini dapat 

dilihat dari data responden yang telah mendapatkan tahapan-tahapan 

sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 12 Tahun 2012 dan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 walaupun 

dalam hal sosialisasi terhadap masyarakat dirasa kurang tesampaikan 

dengan baik. 

2. Adapun beberapa kendala yang dihadapi pemerintah terhadap warga ketika 

proses tahapan pembangunan Skybridge Solo Balapan – Terminal Tirtonadi 

Solo. Dari permasalahan uang ganti kerugian, keterlambatan uang ganti 

rugi, dan pihak yang tidak setuju dapat diatasi oleh pemerintah dengan 

adanya musyawarah yang cukup panjang, hal ini merupakan upaya 

pendekatan kepada masyarakat. Kedisiplinan pemerintah terhadap tahapan 
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proses sesuai Undang – Undang No. 12 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012.mendapatkan hasil, yaitu 

terbangunnya Skybridge Solo Balapan – Terminal Tirtonadi Solo pada 

tahun 2016. Dan juga mendapatkan dukungan dari warga Kelurahan 

Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Solo. 

 

B. SARAN 

1. Perlunya pemerintah memerhatikan mengenai pelaksanaan tahapan 

Sosialisasi yang cukup kepada warga terdampak (baik tertulis maupun 

lisan). Pemberian sosialisasi yang memadai dapat memberikan informasi 

yang utuh kepada warga terdampak, sehingga proses tahapan-tahapan 

pembangunan Sky Bridge dapat berjalan baik.    

2. Perlunya Pemerintah memerhatikan mengenai tahapan pelaksanaan 

musyawarah sehingga semua warga dipastikan hadir beserta seluruh 

perangkat desa. Dengan begitu keputusan dapat memberikan keadilan 

terhadap warga terdampak atas pembangunan Sky Bridge Solo Balapan - 

Tirtonadi. 
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